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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENGHITUNGAN BAGI HASIL 

 

A. Analisis Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di PT BPR Syariah 

Bangun Drajat Warga Yogyakarta 

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu akad yang ada pada 

PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Pembiayaan ini 

diperuntukkan bagi masyarakat atau nasabah yang mempunyai usaha. Sasaran 

dari pembiayaan mudharabah di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga itu 

sendiri kebanyakan kalangan pengusaha kecil-menengah. Usaha yang 

dimiliki nasabah untuk diberikan pembiayaan mudharabah ini tidak ada 

batasannya dan tidak hanya merujuk di satu sektor saja. Ada beberapa sektor 

jenis usaha yang bisa dibiayai oleh PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga 

diantaranya: sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor perikanan dan lain-

lain.1 

Membicarakan mengenai pembiayaan mudharabah, pastinya tidak 

lepas dari penghitungan bagi hasil. Dimana sistem bagi hasil sendiri 

merupakan icon dari Bank Syariah. Sistem bagi hasil sendiri walaupun sering 

didengar oleh masyarakat, namun keberadaannya masih dianggap tabu oleh 

masyarakat. Banyaknya masyarakat yang masih kurang faham dengan sistem 

penghitungan pada prinsip bagi hasil itu sendiri. Yang mana, prinsip tersebut 

merupakan hal yang membedakan antara bank konvensional dengan bank 

                                                           
1 Hasil wawancara dengan Nur Hidayat (Ka. Devisi Marketing) di PT BPR Syariah 

Bangun Drajat Warga Yogyakarta pada tanggal 21 Desember 2013, pukul 11.15 WIB. 
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syariah. Sistem bagi hasil yang diterapkan pada PT BPR Syariah Bangun 

Drajat Warga Yogyakarta dapat dilihat dalam daftar riwayat pembayaran 

angsuran nasabah yang tertera pada tabel dibawah ini: 

Daftar Riwayat Pinjaman Pembiayaan Mudharabah 

PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta 

Tabel 3.1 

Nama : Nasabah A         
No. Rekening : 11091   
Pinjaman Awal : 3.000.000    
Jenis : MDA   
Jangka Waktu : 12 Bulan   
                

No Tanggal Keterangan 
Realisasi/Angsuran Saldo 
Pokok Margin Pokok Margin 

1 24/05/2013 Realisasi A17 3.000.000 504.000 3.000.000 
 

504.000 

2 25/06/2013 Angsuran K29 250.000 42.000 2.750.000 
 

462.000 

3 26/07/2013 Angsuran K21 250.000 42.000 2.500.000 
 

420.000 

4 30/08/2013 Angsuran K22 250.000 42.000 2.250.000 
 

378.000 

5 27/09/2013 Angsuran K28 250.000 42.000 2.000.000 
 

336.000 

6 28/10/2013 Angsuran K39 250.000 42.000 1.750.000 
 

294.000 

7 30/11/2013 Angsuran K20 250.000 42.000 1.500.000 
 

252.000 
Sumber: Daftar riwayat angsuran nasabah PT BPR Syariah Bangun Drajat 
Warga Yogyakarta 
 

 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasannya angsuran pokok yang 

dibayarkan nasabah kepada PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga 

Yogyakarta yaitu sebesar Rp 250.000,- per bulan. Sedangkan nisbah bagi 

hasil yang dibayarkan nasabah kepada pihak PT BPR Syariah Bangun Drajat 
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Warga Yogyakarta yaitu sebesar Rp 42.000,-. Nominal inilah yang 

dibayarkan nasabah disetiap bulannya kepada PT BPR Syariah Bangun Drajat 

Warga Yogyakarta, sampai tanggal jatuh tempo yang disepakati berakhir. 

Melihat daftar riwayat pembayaran angsuran pinjaman nasabah 

kepada pihak BPR Syariah Bangun Drajat Warga diatas, dapat disimpulkan 

bahwasanya pembayaran angsuran mengalami ketetapan yang signifikan dari 

bulan ke bulan. Dimana dalam tabel tersebut dituliskan nasabah membayar 

angsuran pokok pada bulan pertama sebesar Rp 250.000 dan nisbah bulan 

pertama sebesar Rp 42.000. sedangkan bulan kedua dan selanjutnya masih 

tetap, yaitu angsuran pokok sebesar Rp 250.000 dan nisbah sebesar Rp 

42.000. Hal ini terlihat sedikit mengganjal ketika mengamati daftar riwayat 

angsuran milik nasabah di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga 

Yogyakarta. Sekilas, ketika dilihat pembayaran angsuran tersebut hampir 

tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional yang menggunakan sistem 

bunga. Dimana, dalam sistem bunga pembayaran angsuran dan bunganya 

tetap. Sedangkan dalam perbankan syariah seharusnya, nisbah yang 

dibayarkan kepada pihak bank mengalami perubahan sesuai besar keuntungan 

yang diperoleh nasabah. Tetapi hal ini tidak terjadi pada PT BPR Syariah 

Bangun Drajat Warga Yogyakarta, dimana nisbah yang dibayarkan nasabah 

kepada pihak bank mengalami ketetapan. 

Hal ini juga ditekankan oleh pendapat dari Syafi’i Antonio, dimana 

dalam pembagian hasil usaha jumlah pembagian laba akan meningkat sesuai 
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dengan peningkatan jumlah pendapatan.2 Artinya nisbah yang dibayarkan 

nasabah kepada pihak bank harusnya mengalami perubahan. Baik 

peningkatan maupun penurunan. Sesuai dengan pendapatan atau keuntungan 

yang diperoleh nasabah selama menjalankan usahanya. Sehingga dalam hal 

ini, sistem bagi hasil yang diterapkan di perbankan syariah memang benar-

benar berbeda dengan sistem bunga yang diterapkan oleh bank-bank 

konvensional. Hal ini kembali ditekankan dalam buku milik Muhammad 

dimana dalam penentuan bagi hasil yang berlaku dapat ditentukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut:3 

1. Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan 

berpedoman pada kemungkinan untung rugi. 

2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang 

diperoleh. 

3. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan 

sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan 

(an-taradhin) di masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan. 

4. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya 

itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian ditanggung bersama 

oleh kedua belah pihak. 

5. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah 

pendapatan. 

                                                           
2 Syafi’i Antonio, Log. Cit, hlm. 61 
3 Muhamad, Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah, (Yogyakarta: 

UII Press, 2012), hlm. 96 
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Dari pernyataan tersebut diatas, telah jelas dituliskan pada point keempat dan 

kelima bahwasanya bagi hasil tergantung pada keuntungan dan pembagian 

labanya akan meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. 

Antara pendapat Syafi’i Antonio dan Muhammad mengalami persamaan, 

dimana para peneliti perbankan syariah ini sama-sama menyatakan 

bahwasannya pada prinsip bagi hasil pembagian laba meningkat sesuai 

dengan peningkatan jumlah pendapatan. 

Seperti yang kita ketahui bahwasanya sebuah usaha yang dijalankan 

oleh seseorang pastinya akan mengalami perubahan. Baik dari segi 

pendapatan maupun keuntungan. Baik itu mengalami peningkatan maupun 

penurunan. Sehingga, laba yang diperoleh pastinya juga tidak tetap dari bulan 

ke bulan. Sehingga, ketika laba mengalami ketidak tetapan maka pembayaran 

bagi hasil kepada bank pastinya juga mengalami ketidak tetapan. Dalam 

artian, ketika laba yang diperoleh nasabah mengalami peningkatan, maka bagi 

hasil yang diberikan kepada bank juga mengalami peningkatan. Begitu 

sebaliknya, jika laba yang diperoleh mengalami penurunan maka bagi hasil 

yang dibayarkan nasabah kepada pihak bank juga mengalami penurunan. 

Sehingga, dalam hal penghitungan bagi hasil pada PT BPR Syariah Bangun 

Drajat Warga Yogyakarta, belum sepenuhnya sesuai dengan teori yang sudah 

ada. Sehingga tujuan didirikannya perbankan syariah belum sepenuhnya 

tercapai. 
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B. Analisis Penghitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah di PT BPR 

Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta Berdasarkan Fatwa DSN 

MUI 

Metode penghitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di PT 

BPR Syariah Bangun Drajat Warga ini juga tidak lepas dari Fatwa DSN MUI 

yang sudah ada. Mengingat bahwasanya Fatwa DSN MUI adalah pedoman 

bagi Bank Syariah dalam mengoperasikan kegiatannya. Sehingga fatwa-fatwa 

tersebut sangatlah berperan penting pada operasional PT. BPR Syariah 

Bangun Drajat Warga. Dari sekian banyak Fatwa DSN MUI yang ada, tidak 

semua akad-akad yang ada di Fatwa DSN MUI dijalankan oleh PT. BPR 

Syariah Bangun Drajat Warga mengingat jumlah akad-akad yang ada di 

Fatwa cukup banyak. Hal ini tergantung kebijakan dari Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) dari pihak BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta.4 

Salah satu bentuk implementasi Fatwa DSN MUI oleh BPR Syariah 

Bangun Drajat Warga adalah diterapkannya Fatwa DSN MUI No 15/DSN-

MUI/IX/2000. Dimana dalam fatwa ini dinyatakan bahwa prinsip distribusi 

hasil usaha ada dua metode yaitu Revenue Sharing dan Profit Sharing. Dalam 

hal ini, PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta lebih condong 

menggunakan revenue sharing. Atau yang bisa disebut dengan bagi hasil. PT 

BPR Syariah Bangun Drajat Warga menggunakan metode revenue sharing 

dalam penghitungan bagi hasilnya dikarenakan lebih aman dibandingkan 

                                                           
4 Hasil Wawancara dengan Mardiyana,Spd (Direktur) di PT. BPR Syariah Bangun Drajat 

Warga tanggal 21 Desember 2013, pukul 10.00 WIB. 
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menggunakan metode profit sharing.5 Apabila menggunakan profit sharing, 

pendapatan yang diperoleh tersebut jumlahnya bisa semakin kecil, 

dikarenakan sudah dikurangi dengan biaya-biaya. Takutnya, ada biaya-biaya 

yang seharusnya tidak ada tetapi diadakan. Sehingga dapat mengurangi 

pendapatan yang menjadikan jumlah keuntungan yang diperoleh semakin 

kecil. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, maka PT. BPR Syariah 

Bangun Drajat Warga lebih cenderung menggunakan Revenue Sharing. 

Revenue Sharing merupakan laba kotor dari hasil usaha yang dijalankan 

nasabah.   

Penghitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah sendiri didasari atas 

2 hal, yaitu: Ekuivalen Rate dan Nisbah.6 Dimana, ekuivalen rate ditentukan 

disetiap awal tahun. Sedangkan Nisbah diperhitungkan berdasarkan 

Ekuivalen Rate yang sudah ada. Sehingga dalam penghitungan prosentase 

nisbah bagi hasil PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga tidak lepas dari 

Ekuivalen Rate yang sudah ada. Sedangkan penentuan Ekuivalen Rate ini, 

didasari atas beberapa hal diantaranya: Biaya Operasional (Biaya Telepon, 

Biaya Listrik, Biaya Air dan lain-lain), Proyeksi Biaya Dana (dimana dalam 

hal ini bank memproyeksikan nisbah bagi hasil yang akan diberikan kepada 

Dana Pihak Ketiga (DPK)) dan laba yang diinginkan. Untuk mengetahui 

prosentase nisbah bagi hasil maka lihat contoh berikut ini: 

 

                                                           
5 Hasil Wawancara dengan Mardiyana,Spd (Direktur) di PT. BPR Syariah Bangun Drajat 

Warga tanggal 21 Desember 2013, pukul 10.00 WIB 
6 Hasil Wawancara dengan Mardiyana,Spd (Direktur) di PT. BPR Syariah Bangun Drajat 

Warga tanggal 21 Desember 2013, pukul 10.00 WIB. 
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Proyeksi Laporan Laba-Rugi 

Penjualan (per bulan) 

HPP: 

Pembelian  

Biaya Tenaga Kerja 

Biaya Overhead Pabrik 

 

Laba Kotor 

 

 

Rp 22.000.000 

Rp   2.000.000 

Rp   1.000.000 

 

Rp 30.000.000 

 

 

 

 

Rp 25.000.000 

Rp   5.000.000 

Sumber: Mardiyana, Spd (Direktur) PT BPR Syariah Bangun Drajat 
Warga Yogyakarta tanggal 21 Desember 2013. 
 

Pada awal tahun Bank sudah menghitung Ekuifalent Rate sebesar 

18% per tahun. Jadi Ekuivalen Rate  perbulan adalah 18% : 12 bulan= 1,5% 

per bulan. Dengan laba kotor sebesar Rp 5.000.000 dan ER= 1,5% per 

bulan, maka bank dapat menghitung atau menentukan nisbah yang akan 

diperoleh.  

Contoh: 

A mengajukan pembiayaan mudharabah kepada BPR Syariah Bangun 

Drajat Warga Yogyakarta sebesar Rp 10.000.000 dengan jangka waktu 10 

bulan. Dari sinilah dapat dihitung target pendapatan bank dengan jumlah 

plafon Rp 10.000.000. 

Jawab:  Plafon    = Rp 10.000.000  

   Jangka Waktu   = 10 bulan 

  Target pendapatan Bank = Rp 10.000.000:1,5% = Rp 150.000 
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Jadi, target pendapatan bank dari nasabah A dengan plafon sebesar Rp 

10.000.000 adalah Rp 150.000 per bulan.7 Dari contoh penghitungan diatas, maka 

kita dapat mengetahui proses penentuan prosentase nisbah bagi hasil yang akan 

diberikan kepada nasabah maupun pada pihak bank. Oleh karena itu, setiap 

nasabah akan mendapatkan prosentase yang berbeda-beda. Walaupun jumlah 

plafon antar nasabah satu dengan yang lain sama.  

Dari paparan diatas, setelah dianalisis PT BPR Syariah Bangun Drajat 

Warga Yogyakarta sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-

MUI/IX/2000. Dimana dalam fatwa tersebut diputuskan dalam point kedua 

bahwasannya, dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, pembagian hasil usaha 

sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (Net Revenue Sharing).8 Selain itu secara 

prosedur, PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta sudah sesuai dengan 

pendapat wakil sekretaris Badan Pelaksana Harian DSN-MUI. Dimana dinyatakan 

bahwa dalam mudharabah harus ditetapkan diawal berapa besar nisbah antara 

pihak shohibul maal dan mudharib dan dasar pembagian keuntungan apakah dari 

provit sharing atau net revenue sharing.9 Selain itu, penentuan proyeksi laba-rugi 

dan penentuan equivqlent rate diawal sebagaimana dilakukan oleh PT BPR 

Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta menurut DSN MUI diperbolehkan. 

Karena angka inilah yang menjadi dasar dalam penghitungan atau mencari nisbah 

bagi hasil yang mengacu kepada proyeksi yang dibuat oleh bank. Sehingga hal 

tersebut boleh dilakukan oleh bank-bank syariah. Penghitungan yang salah dan 

                                                           
7 Dipaparkan oleh Mardiyana, Spd (Direktur) PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga 

Yogyakarta pada saat diwawancara tanggal 21 Desember 2013 pukul 10.00 WIB 
8 Dewan Syariah Nasional MUI & Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional MUI Edsi Revisis Tahun 2006 Jilid 1, (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006), hlm. 87 
9 Hasil wawancara dengan Kanny Hidaya, SE, MA (Wakil Sekretaris Badan Pelaksana 

Harian DSN-MUI Pusat) melalui via email pada tanggal 2 Maret 2014. 
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menjurus kepada riba, jika bank menggunakan market rate atau bisa saja 

equivalent rate dikalikan dengan dana yang digunakan untuk menghitung bagi 

hasil.10  

Dengan demikian, setelah melihat pendapat dari Kanny Hidaya, SE, MA 

dapat dianalisis implementasi dari penghitungan bagi hasil pada PT BPR Syariah 

Bangun Drajat Warga Yogyakarta.  Bahwasanya, PT BPR Syariah metode yang 

digunakan dalam penghitungan bagi hasil sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI. 

Tetapi, implementasi penghitungannya yang kurang sesuai. Hal ini dikarenakan, 

market rate atau equivalent rate bank dikalikan dengan dana atau plafon nasabah. 

Hal ini dikatakan kurang tepat karena, menurut Wakil Sekretaris Badan Pelaksana 

Harian DSN-MUI Pusat menjelaskan bahwasannya penghitungan yang salah 

adalah jika bank menggunakan market rate atau bisa saja equivalent rate 

dikalikan dengan dana yang digunakan untuk menghitung bagi hasil.11 Sehingga, 

PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta sudah menggunakan metode 

penghitungan bagi hasil sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 15/DSN-

MUI/IX/2000. Hanya saja implementasi penghitungan bagi hasilnya yang kurang 

tepat. 

 

 

 

 

                                                           
10 Hasil wawancara dengan Kanny Hidaya, SE, MA (Wakil Sekretaris Badan Pelaksana 

Harian DSN-MUI Pusat) melalui via email pada tanggal 2 Maret 2014. 
11

 Hasil wawancara dengan Kanny Hidaya, SE, MA (Wakil Sekretaris Badan Pelaksana 
Harian DSN-MUI Pusat) melalui via email pada tanggal 2 Maret 2014. 


